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Tambahan Berita - @a

. Tanggal 19/7 — 2022 No. b7,

- Negara R.1. sesuai dengan ketentuan

fang-undang No, 40 Tahun 2007 tentang

s

N MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0047128.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PABRIK KERTAS TIIWI KIMIA Tbk

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AULIA
. TAUFANI $.H. sesuai salinan akta nomor 49 Tanggal
10 Juni 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar
PT PABRIK KERTAS TIIWI KIMIA Thk tanggal 08 Juli 2022
dengan Nomor Pendaftaran 4022070831230167 telah
sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar- PT Pabrik
Kertas Tjiwi Kimia Thk -dengan NPWP
011094216092000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT
karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan
yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 49
Tanggal 10 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris AULIA
TAUFANI 5.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN,

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/
atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabut,

Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 08 Juli 2022,

A.n. MENTERT HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Cahvo Rahadian Muzhar, S.H., LLM,

196909181994031001

TANGGAL 08 Juli 2022

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130354.A ,0022

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, @@g&
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N
Nomor @ AHU-AH.01.03-0262435  Kepada Yth. \
Lampiran Notaris A AUPANT S H

Perubahan Anggaran Dasar AB
PT PABRIK KERTAS TIIWI
KIMIA Thk
Sesuai dengan data dalam
di dalam sistem Administrasi

Perihal  : Penerimaan Pemberitahuan Menara SNdirme
“’f@ﬁmmm

at Perubahan yang disimpan
B Hukum berdasarkan Akta Notaris
Nomor 49 Tanggal 10ni 2022 'vang dibuat oleh Notaris AULIA
TAUFANI S.H., berkedydttkan diJAKARTA SELATAN, beserta dokumen
pendukungnya, yg ima tanggal 08 Juli 2022, mengenal
perubahan Pasa %&53! 18, Pasal 19, PT PABRIK KERTAS TJIWI
KIMIA Tbk dudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan
dicatat 4

Hstern Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta,
Tanggal 08 Juli 2022.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahvo Rahadian Muzhar, S.H., LLM,
196909181994031001

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130354,AH.01. 11, TAHUN 2022
TANGGAL 08 Juli 2022
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O
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUBAHAN AN/ %&mmm
PT PABRIK KERTAS TIIWI ’b@
Nomor 49.

Pada hari ini, Jumat, tanggal ni dua ribu dua puluh
dua (10-6-2022), pukul 11.50WIB elas lewat lima puluh lima

menit Waktu Indonesia B berhadapan dengan sava, Aulia
;%1

Taufani, Sarjana Hukum, Not@risidNKota Administrasi Jakarta Selatan,

penghadap yang akan -‘tt berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi
vang namanya akan t@‘ dalam akhir akta ini,
; Wrigdinata, lahir di Karawang, pada tanggal

9 (sem tober 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh
delapa r Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut
diana ertempat tinggal di Jakarta, Green Ville R/24, Rukun
Tetangsar010/Rukun Warga 009, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan

ban Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Warga Negara Indonesia;

@ 2. Tuan Arman Sutedja, iahir di Bandung, pada tanggal 30 (tiga
puluh) Juni 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Direktur
dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Genteng Blok Q 2 Nomor 21,

% ] dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173050910680003,

Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 011, Kelurahan Kembangan
@ Utara, Kecamatan Kembangan, lakarta Barat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3173083006730009, Warga Negara Indonesia;
Para penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu

menerangkan sebagal berikut: ‘

o - bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 (sepuluh) Juni 2022 (dua ribu
X dua puluh dua), hertempat di Hotel Grand Hyatt, Grand Ballrcom,
Jalan M.H. Thamrin Nomor Kaveling 28-30, Jakarta, telah diadakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari PT Pabrik
@ Kertas Tjiwi Kimia Thk, suatuperseroan terbatas
vang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sinar Mas Land
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Plaza Menara 2 Lantai 9, Jalan MH Thamrin Nomor 51, Kelurahan
Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang perubahan
seluruh anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (0JK) sebagaimana dimuat dalam akta
tanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 50,
dibuat di hadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta Pusat, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia, sesuai dengan Surat
Keputusan tanggal 7 (tujuh) Agustus 2015 (dua ribu lima belas)
Nomor AHU-0940293.AH.01.02.TAHUN 2015 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh
empat) Mei 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 41, Tambahan
Nomor 8677/2016;

anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi sebagaimana
dimuat dalam:

- akta tanggal 20 (dua puluh) November 2017 (dua ribu tujuh
belas) Nomor 99, dibuat dihadapan Desman, Sarjana Hukum,
Magister Humaniora, Notaris di Jakarta Utara, yang penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian g&
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal @
7 (tujuh) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor AHA@
AH.01.03-0198479;

- akta saya, Notaris, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Junj (@919
(dua ribu sembilan belas) Nomor 80, yang telah mendapa

persetujuan Menteri Hukum dan hak Asasi Ma ublik
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya ak25)(dua
puluh lima) Juli 2019 (dua ribu sembilan mor AHU-
0041507.AH.01.02, TAHUN 2019 dan peReri emberitahuan

perubahan anggaran dasarnya telalditerita dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Huknterian Hukum dan Hak
O O

Asasi Manusia Republik Indonesia tahggal 25 (dua puluh lima) Juli
2019 (dua ribu sembilan belgs)\Nomwor AHU-AH.01.03-0303157;

perubahan Anggaran terakhir'sebagaimana dimuat dalam
akta saya, Notaris t@ (dua puluh tiga) September 2020

‘o

Nomor 47;
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(dua ribu dua puluh) Nomor 40, yang penerima % itahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diteri®gdendipatat didalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kei \5@ ukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia ta {delapan) Oktober

2020 (dua ribu dua puluh) NomORAKLUSAR.01.03-0395933;
dan perubahan susunan@ng Direksi dan Dewan Komisaris

terakhir sebagaimana t dalam akta saya, Notaris, tanggal
hari ini Nomor 48;
untuk selanjutnya akan ut juga “Perseroan”,

Berita Acara Rapal dibuat oleh sava, Notaris, tanggal harl ini

W dkan disebut juga “Rapat”;

enyelenggarakan Rapat tersebut, sesual dengan

Rasal 10 ayat 20 Anggaran Dasar Persercan, Perseroan

retakukan hal hal sebagai berikut:

eritahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (0JK) melalui

urat tertanggat 21 (dua puluh satu) April 2022 (dua ribu dua
puluh dua), nomor 013/CRP/TK/IV/2022;

2. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat masing masing pada
tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2022 (dua ribu dua puluh
dua) dan tanggal 19 (sembilan belas) Mei 2022 (dua ribu dua
puluh dua) kepada para pemegang saham melalui:

a. situs website resmi Bursa Efek;

b. situs website resmi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEL");
dan

c. situs website resmi Perseroan.

- bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri/diwakili sebanyak

2.661.589.686 (dua miliar enam ratus enam puluh satu juta Hima
ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh
enam) saham, yang merupakan 85,49% (delapan puluh lima
koma empat sembilan persen) dari seluruh saham vyang telah
ditempatkan/disetor oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak
3.113.223.570 (tiga miliar seratus tiga belas juta dua ratus dua
puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh) saham, masing-masing
saham bernilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah);
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sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18
ayat 5.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat tersebut adalah sah
susunannya dan berhak mengambil keputusan-keputusan vang
sah mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat;

- bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberi kuasa
oleh Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam
suatu akta Notaris.

Maka sekarang para penghadap bertindak sebagaimana tersebut
dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menerangkan
dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil
Keputusan-keputusan antara lain sebagal berikut

Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan yang

antara lain mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 5 tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tetap memperhatikan

hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun-tahun

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Berhubung dengan keputusan tersebut, maka untuk selanjutnya
seluruh Anggaran Dasarnya Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut :

NMama dan tempat kedudukan
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama: PT Pabrik K¢

Tjiwi Kimia Thbk (selanjutnya cukup disi ngan
"Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang at erwakilan,
baik di dalam maupun di luar wilayah Republi sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi, o

Jangka waktu berdi perseroan
Pa

Perseroan didirikan unt waktu tidak terbatas sejak
tanggal 22 (dua pulu& ember 1975 (seribu sembilan ratus
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tujuh puluh lima), satu dan lain dengan tidak men % entuan
sebagaimana diatur dalam Undang-undang & ahun 2007

(dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal-dan uh peraturan
pelaksanaannya.

Maksud dan tujuan r egiatan usaha

(aktivitas profesional, ilmiah dan

G al 3
1. Maksud dan tuju Pes ialah berusaha di bidang Industri
(termasuk perdagan@an fasa

teknis),

2. Untuk n aksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan
dapat meg&% n kegiatan usaha sehagai berikut:
ALK ha utama Perseroan, yaltu:

i (termasuk perdagangan):
IndUstri bubur kertas (pulp) (17011);

- Industri kertas budaya (17012);

@% - Industri kertas khusus (17014);

- Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021);

- Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022);

- Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL (17099);
- Industri wadah dari kayu (16230);

- Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali (20111),;

- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
(46100);

h. Jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis):
- Aktivitas konsultasi manajemen Lainnya (70209);
B. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu:
a. Industri (termasuk perdagangan):
- Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali (20111);

- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak
(46100);
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1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp 5.000,000.000.000,00 (lima
triliun Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham,
masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000,00 (seribu Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar
62,26% (enam puluh dua koma dua enam persen) atau sejumlah
3.113.223,570 (tiga miliar seratus tiga belas juta dua ratus dua
puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp 3.113.223.570,000,00 (tiga triliun seratus tiga
belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu
Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada
akhir akta ini,

3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan
oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu
dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat
Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk
selanjutnya dapat disingkat dengan “RUPS”), dengan mengindahkan g&
ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 @
(dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (“UUPT") dan peratura
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk
peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan Burss K
di Republik Indonesia asal saja pengeluaran saham itu tidak et
harga dibawah harga pari.

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ?_., baik
berupa benda berwujud maupun tidak berwuj emenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. benda yang akan dijadikan setoran mo ima
kepada publik pada saat pemangqj
tersebut;

b. benda yang akan dijadika
oleh penilai yang terd d

Modal dan Lemba ; g
o>
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dijaminkan dengan cara apapun juga;
¢. memperoieh persetujuan RUPS dengan Kuorirrsebdg
dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini;
d. dalam hal benda yang akan dijadi
dilakukan dalam bentuk saha
Efek, maka harganya harus dite
wajar; dan x
e, dalam hal penyetokan > berasal dari laba ditahan, agio
saham, laba bersip\Wers n, dan/atau unsur modal sendiri,
maka laba dita 1 g saham, laba bersih Perseroan, dan/atau
unsur moda Oftaka laba ditahan, agio saham, laba bersih
; u unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah
, aporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah

h Akuntan yang terdaftar di QJK (dahuiu Bapepam

ai setoran modal
n yang tercatat di Bursa
an” berdasarkan nilai pasar

engan pendapat wajar tanpa pengecualian.

ks
dan\Lk ‘\
@gps yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum,
harus memutuskan:
@é. jumiah maksimal saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan

kepada masyarakat; dan

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan
jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka
Penawaran Umum tersebut,

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran
saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum harus memenuhi
persyaratan dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini.

6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan
dengan cara penawaran umum terbatas, maka seluruh pemegang
saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih
dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak
tersebut disebut juga dengan “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu”
atau disingkat “HMETD") dan masing-masing pemegang saham

i1
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N
tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang<undangan di
saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham bidang Pasar modal di Republik Indonesia; '
yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu A . ;
sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang . };etgnrtlgir: ?jz!g;nn Phasiaipélra;/iatai S '. ! g;agzi 22?61,2?;5
menyetujui pengeluaran saham baru tersebut; Juge Deria o e SCINC i
N . ) ! i dan/atau waran dan/atau efek lai Vang\sejenis tersebut, satu dan

HMETD Wa]‘lb dapa‘t dialinkan dan diperdagangkan dalam jangka lain dengan mengindahkan ketentuahAnggaran Dasar dan peraturan
waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pasar modal terkait; perundang-undangan di bida asar Modal di Republik Indonesia.

Pengeluaran s‘aham denggn cara penawaran umum terbatas harus 7. Atas pelaksanaap.pen can saham yang masih dalam simpanan
dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada wf"aktu dan kepada pemegang obligasi kohversi, waran dan/atau efek lainnya yang
dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan sejenis dengan ity 'P&%r‘&;@raan berwenang untuk mengeluarkan
oleh D;rekgf sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan saham terseb avwemberi hak kepada para pemegang saham
memperhatikan ket:entuan‘ Anggar‘an Dasar, peraturan perundang- yang ad ‘,%,. Fu untuk membeli terlebih dahulu saham yang
undangan yang berlakq d’s Republik Indonesia termasuk peraturan dimaksud ,). lain dengan mengindahkan ketentuan yang
perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia: rermudf dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan

Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh atau i bi jPasar Modal di Republik Indonesia; ‘
berdasarkan keputusan RUPS tersebut': di atas, para pemegang saham ireksi Yuga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam
Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk simpanan, obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya,
membeli saham vang telah dltawarkgn ke'pada mereka‘dengan membavyar anpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk
lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk @ melalul penawaran terbatas (private placement) atau penawaran

mengeluark}m saham tegsebut kepada para pemegang .Saham atau g& umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi,
lpebr.r;"e%ang d ETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang waran dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus memperoleh
evih besar dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, deng: persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan
ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan melebihi

, ) eraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik
jumlah porsi HMETD-nya tersebut melebihi jumlah sisa sahap(yang ?ndonesia.p g g g b

8. Ketentuan yang termuat dalam ayat 3, 4, 5 dan 6 pasal ini
secara mutatis-mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar
ditingkatkan dan diikuti dengan penempatan saham lebih lanjut,

9. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk
> pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang
at sisa saham, maka mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh

Apabila setelah alokasi tersebut masth.ter
sisa saham tersebut akan dikeluar h Direksi kepada pihak Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui
yang telah menyatakan kesedia k membeli sisa saham pengeluaran Efek tersebut.

all
tersebut dengan harga yang t rendah dari dan sesuai ; o : o
dengan persyaratan yang%?'tgta eh RUPS yang menyetujui 10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya

membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengz
yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengi
perundang-undangan di bidang Pasar Modal\di

o ) penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang
pengeluaran saham ter dan lain dengan mengindahkan sama dengan saham yang mempunyai lasifikasi yang sama yang

@& 2 13
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diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban 13. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa %ei' n HMETD
Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum kepada pemegang saham dapat dilakuka pengeluaran
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. saham :

i1. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal a. ditujukan kepada karyawan Perser
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima b. ditujukan kepada pemegang-ob atau Efek lain yang dapat
persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : dikonversi menjadi sabam, g “telah dikeluarkan dengan
a, telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal persetujuan RUPS;

dasar; ’ ¢, dilakukan dalam rangk %e nisasi dan/atau restrukturisasi yang
b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi telah disetujui oleh RUPSS dan/atau
c Manus;s iegufgiﬂ;?d;?;;‘g;mm dan disetor sehingga menjadi d. dilakukan ggaﬁ peraturan di bidang Pasar Modal yang
C. penambarna : : setor seningga me MPAN - bahan modal tanpa HMETD.

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) darl modal dasar berlaku "@J perbolehkan penamban b

wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) Saham

bulan setelah persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia pasal 5

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 huruf b

pasal ini; Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham

d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar
dimaksud dalam ayat 11 huruf ¢ pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, dalam buku Daftar Pemegang Saham.
maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, @ 2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal
sehingga modal dasar dan modal disetor tidak menjadi kurang atau tanpa nilai nominal.
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka @ o : I ;
: 1 . 3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai
waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 11 huryf ¢ - . pasar Modal
pasal ini tidak terpenuhi; dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

setujus : ai a di ; : 4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum

" 2222?%iuigrﬁzziks?ﬁga;‘)?rzgiu?&?r?kj#tilsa;;aggiyat @%ﬁi sebagai pen:\i!ik d.a‘ri satu saham. Apabila saham karena sek_agab.
Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 h al ini. apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki
12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangkape modal bersama-sama itu diwajibkan L{ntuk menunj.uk secara‘tertuhs seorang
dasar menjadi efektif setelah terjadiny '"} 0, modal yang diantara mereka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa mereka

bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak

.‘ 0
paling kurang 25% mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut,

mengakibatkan besarnya modal dis%or b
lan mempunyai hak hak

(dua puluh lima persen) dari modal dasar

yang sama dengan saham lainnyg/yaog\diterbitkan oleh Perseroan, 5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para
dengan tidak mengurangi kewsa )) Perseroan untuk mengurus pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluafkanlsuara dalam
persetujuan perubahan gsar dari Menteri Hukum Dan RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
Hak Asasi ManusiaRepub}k esia atas pelaksanaan penambahan 6. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif

modal disetor ter pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib
@ 14 15
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memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat
kolektif saham kepada pemegang sahamnya,
7. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham
diberi sehelai surat saham.
8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.
9. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan
2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.,
10. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor seri surat saham;
. nilai nominal saham;
d. tanggal pengeluaran surat saham;
11. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus
dicantumkan :
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor seri surat kolektif saham;
¢. nomor seri surat saham dan jumlah saham yang diwakili;
d. nilal nomina!l saham-saham;

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; @
12. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak @

sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pas

Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama

bersama-sama seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunj h
Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak lafg
pada surat saham atau surat kolektif saham yang be n.
13. Untuk saham yang termasuk dalam Peniti {@ti pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau p %&x ustodian,
Perseroan wajib menerbitkan sertipikat masi tertulis
kepada Lembaga Penyimpanan dan Péhyelesaian atau pada Bank

Kustodian yang ditandatangani oleh 5\ ur Utama atau seorang

anggota Direksi vang ditunjuk o @ Direksi bersama-sama

dengan seorang anggota Dew ars yang ditunjuk oleh Rapat
anterse

Dewan Komisaris atau tand but dicetak langsung pada
konfirmasi tertulis,

SO
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14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Pers e%é k saham
yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pad nyimpanan

dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodi Jrang-kurangnya

harus mencantumkan : %

a. nama dan alamat LembagaPe aftan dan Penyelesaian
atau Bank Kustodian yangmela kafi Penitipan Kolektif yang

bersangkutan;
. tanggal pengeluarg
. jumlah saham yaneterc dalam konfirmasi tertulis;
. jumiah nilai n@ hsaham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
. ketentuan Bahwé setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan
klasifikasi yany sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan
t dengan vang lain;
@an yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan
irfasi tertulis.
. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada
nggaran Dasat, semua keputusan yang diambil dengan sah dalam
RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berfaku.
16. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di
Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal di Republik Indonesia dan UUPT,

17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijaminkan
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dibidang
Pasar Modal dan UUPT.

Pengganti surat saham
Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut
dapat dilakukan jika:
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah
pemilik surat saham tersebut; dan
b, Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

PERSEROAN TERBATAS

ko ash tertulis;
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N
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian % entingan
memberikan penggantian surat saham, pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyi ’*&'{"" enyelesaian.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut 2. Saham dalam Penitipan Kolekti %‘, Kustodian atau
dapgt dilakukan jika : . Perusahaan Ffek dicatat dalam fek pada Lembaga
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah Penyimpanan dan Penyelesaia a Bank Kustodian atau
pemilik surat saham tersebut; Perusahaan Efek yang bersangku ntuk kepentingan pemegang
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut,
R'epubhk Indones'la atas hilangnya surat saham tersebut; 3. Apabila saham.dala ipan Kolektif pada Bank Kustodian
c. ;)lha.k vaig x"neng@ukan permohonan pang.ganti.an saham memberikan merupakan bagian darkpor io Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak
 Jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan Investasi Kolektif-d m'“ k termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
d.rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah Lembaga Penyitpans® dan Penyelesaian, maka Perseroan akan
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam mencat @ A tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham
waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran atas nustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan
zeﬂg‘iénz‘ surft i?ham, ¢ saham dal d ,@ na berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
| neTentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2, 3 dan 4 pasal 4 \Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis

ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham; : . .
¢mbaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang

) O ) ) ) a L
Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang @%/! dimaksud dalam ayat 1 pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana

dmgatgakan h!!_ang tersebumt, tidak b‘er!ak‘u‘ ?agl terhadap Perseroan. yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan
. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham dalam Daftar Pemegang Saham.

pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan, g& . . - .
6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang 5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peratur.
perundang;)mundangan di bidang Pgsar Modal dan peraturan Bpursz Efe atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama

di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan(serta ) g , .
wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Persero r pihak yang dxtumpk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Repupi nesia atau Bank Kustodian dimaksud.
di tempat saham Perseroan dicatatkan. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada a ai dengan Penyelesaian atau Bank Kustodian diajukan secara tertulis kepada
ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlak eluaran surat Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
kolektif saham pengganti. O 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
Penitipan %tif Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang
P rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
@ 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan
1. Saham dalam Penitipan| Kotektif pada Lembaga Penyimpanan Perseroan dari jenis dan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan
dan Penyelesaian dicata ku Daftar Pemegang Saham atas dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

@& 18 19




23734 PERSEROAN TERBATAS

8, Persercan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali
pemegang saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat memberikan
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa vang bersangkutan adalah
benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah
tersebut dan saham tersebut benar benar hilang atau musnah.

9, Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita
berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan
perkara pidana.

10. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesual
dengan jumlah saham vang dimilikinya dalam rekening tersebut.

11, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek waijib menyampaikan
daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Persercan
vang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan
dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
pemanggilan RUPS.

1Z. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam
RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kole
dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efe

dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif d ak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpa

Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodia wajib
menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut a\Betseroan
selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tangg gilan RUPS.

13, Perseroan wajib menyerahkan divi sakam bonus, atau
hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan am dalam Penitipan
Kolektif kepada lLembaga Penyi dan Penyelesaian dan
seterusnya Lembaga Penyimpa nyelesaian menyerahkan
dividen, saham bonus, au @ ain kepada Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek yang t sebagai pemegang rekening

| an Penyelesaian untuk selanjutnya

&

WA

pada Lembaga Penwim
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o (&,
diserahkan kepada pemegang rekening Efek pa ustodian
dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan divide onus, atau hak-
hak lain sehubungan dengan pemilikan s h ada Bank Kustodian
atas saham dalam Penitipan Kole ank Kustodian yang
merupakan bagian dari portafoli ksa Dana yang berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif dan¢idak termasuk dalam Penitipan Kolektif
pada Lembaga Penyimpa Penyelesaian,

15, Batas waktu en emegang rekening Efek yang berhak
untuk memperolen iden, saham bonus, atau hak-hak lainnya

sehubungan d milikan saham dalam Penitipan Kolektif

ditetap erdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan
Bank K‘% dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar
D @ kening Ffek beserta jumlah saham Perseroan yang

i s,.;a* masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada
embagaPenyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal
y menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk

Direksi Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal
yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk
memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya tersebut.

% memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, daftar yang
g@ telah dikonsolidasikan mana untuk selanjutnya diserahkan kepada .

Pemindahan hak atas saham
Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik
semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus
tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut sampai nhama dari
pemilik saham yang baru telah terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di Indonesia di
mana saham Perseroan dicatat.

2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen
pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan
yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
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3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan datam
avat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat
diterima oleh Direksi dan salinannya atau aslinya disampaikan kepada
Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas
saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal
di Indonesia termasuk peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di
Indenesia di mana saham Perseroan dicatat.

4, Pemindahan hak atas saham vyang termasuk dalam Penitipan
Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek vang
satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan
penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.

5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

6. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar
Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif
saham vyang bersangkutan;

Catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi
atau kuasa mereka yang sah atau oleh Biro Administrasi Efek vang
ditunjuk oleh Direksi. &

7. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan
alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan
hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentu
dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah saty.dari
persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi, @

8. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemi ak
atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitakifanpenblakan
kepada pihak vang akan memindahkan | atnva
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan ynt ndaftaran itu

nabsaham Perseroan
gan memperhatikan
asar Modal di Indonesia.

diterima oleh Direksi, dengan ketentugn m
peraturan perundang-undangan di hida

9. Daftar Pemegang Saham {tup pada 1 (satu) hari kerja
Bursa Efek di Indonesia sebel dgal iklan pemanggilan untuk

yang tercatat di Bursa Efek di Indon%
RUPS, untuk menetapkan a pemegang saham yang berhak
hadir dalam rapat y@ ud,

Q> =

p
B3
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10. Setiap orang yang memperoleh hak atas %m karena
kematian seorang pemegang saham atau ¢ .,c\ tt alasan lain

yang mengakibatkan pemilikan suatu sahag\t W karena hukum,
dengan mengajukan permohonan se ‘ardCeeriulis dan melampirkan
bukti haknya sebagaimana yang\disyare tan oleh Direksi, akan
didaftarkan sebagai pemegang dari\sah

tersebut;

Pendaftaran hanya di an apabila Direksi dapat menerima
dengan baik bukti peralj itu, tanpa mengurangi ketentuan

dalam Anggaran Dasat se aturan perundang-undangan di bidang

atadan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran
ur hak untuk memindahkan hak atas saham dan

i pemindahan hak atas saham harus berlaku pula

tis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut

ari pasal ini,
Rapat

11, Semua
Dasar
enda
Y

umum pemegang saham
Pasal 9

1. RUPS terdiri dari:
a. RUPS tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS

Luar Biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,
yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas
ditentukan lain,

3.a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan
batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.

4, Dalam RUPS tahunan:

a. Direksi menyampaikan:

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris

untuk mendapat persetujuan RUPS;

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
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b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunvai saldo
laba vang positif,

d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan;

e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau
bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium,
tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan
Komisaris,

f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor
akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi
keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan
usulan Dewan Komisaris., Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan
penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik,
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan
Komisaris, disertal penjelasan mengenai:

1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan
publik yang dapat ditunjuk,

g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana g&

mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan faporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan

oleh RUPS Tahunan berartimemberikan pe!unasan dan pembe

Komlsans atas pengurusan dan pengawasan yang tel
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan te t
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan
kebutuhan untuk kepentingan Persercan, defigan” memperhatikan
peraturan perundang-undangan serta-Anggaran Dasar.

7.a. 1 (satu) orang atau lebih saham yang bersama-
sama mewakili 1/10 (satu per atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara at
diselenggarakan RUPS

lsaris, dapat meminta agar

berdasarkan
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dengan surat tercatat disertal alasannya.

¢. Permintaan penyelenggaraan RUP
- dilakukan dengan itikad bhaik;
- mempertimbangkan kepentin

- merupakan permintaan tuhkan keputusan RUPS;
- disertai dengan alasan @ n terkait hal yang harus diputuskan

AN
b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajuk%%% 8 Direksi

i.\ "

dalam RUPS; dan

- tidak bcrtantang
Anggaran Dagap\P

Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -
sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.
f, Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham maka Direksi wajib mengumumbkan:
- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang
saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini;
dan

- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana
dimaksud pada huruf f di atas atau jangka waktu 15 (lima belas)
hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima Dewan Komisaris.

dan sura tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini
@ dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa
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i, Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata 4, Dewan Komisaris wajib menyampaikan pe .vﬁ h mata

acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuanga ( Wbat 5 (lima)

angka 3 ayat inl.

hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf hari kerja sebelum pengumuman sebaga‘
h ayat ini.
e

|
j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman 5, Dalam pemberitahuan matg a atas permintaan dari f
RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib Dewan Komisaris, wajib memuat informasi bahwa Direksi tidak |
mengumumkan ! melaksanakan RUPS atas permintaan-Dewan Komisaris, jika Dewan ‘
- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham Komisaris melakukan sen 5 yang diusulkannya. ‘
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini;, dan 8. Perseroan dap m nggarakan RUPS secara elektronik |
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS, dengan memperhati % cetentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman tentang Pelaksa RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
sebagaimana dimaksud pada huruf | ayat ini atau jangka waktu T oa i emberitahuan, pengumuman,
15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat - anggilan dan pimpinan RUPS
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pasal 10.
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya anpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran
RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini. Dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik
I.1. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana %Indonesia dan dapat dilakukan di:
dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam a. tempat kedudukan Perseroan; atau

tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi waji c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan
mengumumkan : usaha utama Perseroan; atau

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komjsatis d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan
vang tidak diselenggarakan; dan

jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung 53}3@@& b, tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau

dicatatkan.
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan
2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumu bagaimana mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
dimaksud huruf | angka 1 ayat ini atau jangka ima belas) 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak
hari telah terlampaui, Dewan Komisaris m rakan sendiri memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat
RUPS. % sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dewan Komisaris wajib melakukan\y gagumuman RUPS kepada 3. Dalam hal RUPS dilaksanaan atas permintaan dari pemegang
pemegang saham paling lambat 15 helas) hari terhitung sejak saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga
tanggal pengumuman sebagai ksud huruf | angka 1 ayat informasi:
ini atau jangka waktu 15 18 Rari sebagaimana dimaksud a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang
huruf | angka 2 ayatni Q serfampaui. saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah
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kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan

Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; dan
b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan

sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri

mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS
dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua
pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;

4, Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan
wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas
Jasa Keuangan paling lambat pada saal pemanggilan RUPS,

5.a, Perserpan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan.

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat
ini paling kurang memuat:

- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

- ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara
rapat;

- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

- tanggal pemanggilan RUPS,

¢. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saha
atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pa uf b
ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Pe an
menvelenggarakan RUPS karena adanya permintaa egang
saham atau Dewan Komisaris. @

d. dalam hal RUPS merupakan RUPS vyan dihadiri oleh
idef

Pemegang Saham Independen (sebagal inisikan dalam
peraturan Otoritas Jasa Keuangan),o lain\informasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan ¢ a i&dalam pengumuman RUPS

wajib memuat juga keterangan:

1. RUPS selanjutnya vya ‘ n akan diselenggarakan jika

kuorum kehadiran P rg-Saham Independen yang disyaratkan
tidak diperoleh I@

%

g
PS pertama; dan

@ 28
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o 3
2. pernyataan tentang kuorum keputusan ya *’.:- dalam

setiap rapat. \f\cﬁ
a %. acara rapat secara

6.a, Pemegang saham dapat mengusy %)
tertulis kepada penyelenggara RUPSK) § dmbat 7 (tujuh) hari
sebetum pemanggilan RUPS,
b. Pemegang saham yang
sebagaimana dimaksud hur
pemegang saham atau tebih Yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh)
atau lebih dari ju lah saham dengan hak suara.
c. Usulan mat ra rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a

ayat ini harug’

1. dilaku @n itikad baik;
2. me angkan kepentingan Perseroan;

‘ Ypakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
) ertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan anggaran dasar.

d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat
dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf ¢ ayat ini.

7.a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang
saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS,

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:

- tanggal penyelenggaraan RUPS;

- waktu penyelenggaraan RUPS;

- tempat penyelenggaraan RUPS;

. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;

- mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara
tersebut; dan ‘

- informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia
bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan

RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan,

ngusulkan mata acara rapat
a ayat ini merupakan 1 (satu)
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- informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui

e RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa

Keuangan).

c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 pasal ini ini mutatis
mutandis berfaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh
pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat 7 huruf k.

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi
pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS
sampal dengan penyelenggaraan RUPS,

Bahan mata acara rapat dapat berupa:

a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor

Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham,; atau
b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh

melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup
calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan

diangkat wajib tersedia: g&
a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan @
sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf©
ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan

RURS,
sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangaﬂ.
{ oleh

10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hany

b

k b
pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatai {
Saham Independen sebelum pelaksana
menyatakan bahwa:

a. yang bersangkutan benar-bena
Independen; dan

b. apabila di kemudian hari ter
benar, yang bersangku
ketentuan peraturan

o)

~uhdangan,
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Y
11,8, Perseroan wajib melakukan ralat pema -: RUPS jika
terdapat perubahan informasi dalam pemangailan-RUPS vang telah

at informasi atas

RUPS dengan tata cara sebagal
. PR
b. Apabila perubahani ‘

RUPS dan/atau penambaha %
gl

kesalahan Perseroaf at
ketentuan kewajiba kuan pemanggilan ulang RUPS sehagaimana
dimaksud pada -,\\, vat inl tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa
Keuangan tj r‘intahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
12 a%@pimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
omisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah
inggota Direksi vang ditunjuk oleh Direksi.

. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin
oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari
dan oleh peserta RUPS,

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan
dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS
dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya vang tidak mempunyai
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris,

d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi
yang ditunjuk oleh Direksi.

e. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

f, Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan
kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang

enal tanggal penvelenggaraan
acara RUPS dilakukan bukan karena
perintah Otoritas Jasa Keuangan,
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saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang
saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan
penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:

a. kondisi umum Perseroan secara singkat;

b. mata acara rapat;

¢. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

14, Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara
rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang
pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

16.a. Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS
harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani
oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang
saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;

b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini
tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta

Jasa Keuangan.
c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri o
Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat da ntuk
akta berita acara RUPS yang. dibuat oleh notaris yang t di

Otoritas Jasa Keuangan,

17. Kewajiban melakukan pengumuman
pemanggilan, pemangagilan ulang, dan pengu
RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasali
sahamnya tercatat pada Bursa Efelpalin

a. situs web Penyedia e-RUPS;
b, situs web Bursa Efek; dan Q
c. situs web Perseroan Indonesia dan bahasa asing,

berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritaii

ilan, ralat

kasan risalah

Perseroan yang
edikit melalui:

dengan ketentuan ba asihg yang digunakan paling sedikit

bahasa Inggris@
32
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dimaksud pada ayat 17 huruf ¢ pasal inkwaii uat informasi

yang sama dengan informasi dalam pengu

Bahasa Indonesia. h
19, Dalam hal terdapat perbé&daa sedafsiran informasi yang

<&
18. Pengumuman yang menggunakan bahasgaimana

g menggunakan

diumumkan dalam bahasa as engan yang diumumkan dalam
Bahasa Indonesia seba na aksud pada ayat 18 pasal ini
informasi dalam Bahasa esia yang digunakan sebagai acuan.

20. Dalam hal Persero ggunakan sistem yang disediakan oleh

Persercan, ketent mengenai media pengumuman, pemanggilan,
ralat p@m&ﬁg 3 anggilan ulang, dan pengumuman ringkasan

risalah RU sefagaimana dimaksud dalam pasal ini, bagi Perseroan
yang s ;%.‘r '
sed

e

hursa efek; dan

b. situs\web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
engan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit
bahasa Inggris.

Tata tertib, kuorum, hak suara,
dan keputusan RUPS

Pasal 11

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan
kepada pemegang saham vang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut
harus dibacakan sebelum RUPS dimulai,

2.a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali
Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini
tidak tercapal, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan
sehagal berikut:

- dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS
kedua dilangsungkan;
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- dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak
mencapai kuorum kehadiran;

- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah
RUPS pertama dilangsungkan.
¢. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika

dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran

Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.

d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf ¢
ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS,
kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah
jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

e, Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham
dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran
dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan.

kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi
material dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali unt @g
acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Persero
dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersi

4, Pemegang saham baik sendiri maupun iwa rkan
surat kuasa berhak menghadiri RUPS, ©~

5. Pemegang saham yang berhak hadir UPS merupakan
pemegang saham yang namanya tercg%da daftar pemegang

D

saham Perseroan 1 (satu) hari kerja/se m pemanggilan RUPS,
6. Dalam hal dilakukan RUPS a-‘u@: RUPS ketiga, ketentuan
ebagai berikut:

pemegang saham yang berha w%
a. untuk RUPS kedua, pe am yang berhak hadir merupakan
pemegang saham @ ftar dalam daftar pemegang saham

S

3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini berlaku juga untuk kuoru

D
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Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemang%% 5 kedua;
dan

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham .\@ dir merupakan
& pemegang saham

pemegang saham vang terdaftar daf
Perseroan 1 (satu) hari kerja seb manggilan RUPS ketiga,

7. Dalam hal terjadi pemanggi sebagaimana dimaksud
pada ayat 11 Pasal 10 pe g saham yang berhak hadir dalam
RUPS merupakan pemega m yang namanya tercatat dalam

oan 1 (satu) hari kerja sebelum

ahpeianggilan tidak mengakibatkan pemanggilan

timaksud pada ayat 11 Pasal 10, pemegang

ak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham

imaksud pada ayat 5 pasal ini,

e ang saham dapat diwakill oleh pemegang saham lain

anglain dengan surat kuasa., Namun pemegang saham tidak

be memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk

ebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang

berbeda, kecuali bagi:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang
mewakili nasabah nasabahnya pemilik saham Perseroan,

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang
dikelolanya.

10. Persercan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa
secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan
suara dalam RUPS,

1ia. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik
meliputi:

1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik
pemegang saham;

2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau

3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.
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12. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya
untuk mengeluarkan 1 {satu) suars,

13. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara
yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung
dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat
diberikan secara elektronik,

14, Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan
pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam
RUPS tersebut.

15. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan RUPS.

16. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan Jlka RUPS dlhadm oleh Peme

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
saham dengan hak suara yang sah
Saham Independen.

c. Dalam hal kuorum sebagajmaha
tidak tercapai, RUPS kedua\dapat
RUPS kedua sah d mengambil keputusan jika dalam

%
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ah saham
yegang Saham

RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independe
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dar»}

dengan hak suara yang sah yang dimiliki a 3
Independen,
15

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah
1/2 (satu per dua) bagian da iju
suara yang sah yang dlm
yang hadir dalam RUPS

e. Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana
dimaksud pada hur at ini tidak tercapal, RUPS ketiga dapat

d:iangwngkan efentuan RUPS ketiga sah dan berhak

JUI oieh lebih dari
ruh saham dengan hak
h pa egang Saham Independen

ka dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
n hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran

mengam
dari saha
yang ditelapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan

RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
m Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh

%@ersen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
yang hadir dalam RUPS,

17. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang
hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang
sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan

suara.
Direksi
Pasal 12
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari

sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai
berikut:

a, Seorang Direktur Utama.

b. Seorang Wakil Direktur Utama dan/atau seorang Direktur atau
lebih.

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat
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mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal
pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfaku,

~ Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota
Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali
sesuai dengan keputusan RUPS,

3. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan
anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 Pasal ini atau
bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-
ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

4, Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi
yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 atau untuk mengisi lowongan
atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang
ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa
jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat,

5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong,
RUPS harus diadakan selambat lambatnya dalam jangka waktu
180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan
puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan
RUPS untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Pe e
diurus oleh Dewan Komisaris.

7.1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adaiah or, r
yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat
a. mempunyai akhiak, moral dan integritas ;
b. cakap melakukan perbuatan hukum©
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pen %n dan selama menjabat:

6. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggoh‘©®

2. tidak pernah menjadiang
Komisaris yang dinyataka

perusahaan din it
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&
3. tidak pernah dihukum karena melakukan ti % a yang
merugikan keuangan negara dan/atau erpaitan dengan

sektor keuangan; dan
4. tidak pernah menjadi anggota

i\dangatau anggota Dewan

a) pernah tidak menyelenggara Tahunan;
b) pertanggungjawaban %%fgaianggotaDireksidan/atauanggota
Dewan Komisaris pq;gii ak diterima oleh RUPS atau pernah
X p gungjawaban sebagai anggota Direksi
'& Dewan Komisaris kepada RURS: dan
ebabkan perusahaan yang memperoleh izin,

watau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban
dikan laporan tahunan dan/atau lapotan keuangan kepada

mex omitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
a

e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan
@ Perseroan,

2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 7
angka 1 wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan
kepada Perseroan.

3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 angka 2
wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan
penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini.

9.1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan
Publik lain;

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau
Perusahaan Publik lain; dan/atau

c. anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di Emiten atau
Perusahaan Publik, dimana yang bersangkutan juga menjabat
sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
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2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 angka 1
hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan
perundang-undangan lainnya.

3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya
yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda
dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, maka berlaku ketentuan
yvang mengatur lebih ketat.

10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian
anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari
Dewan Komisaris atay komite vang menjalankan fungsi nominasi,

11. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara: }

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum
masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis
kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum
tanggal pengunduran dirinya.

2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan
dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hati setelah
diterimanya permohonan pengunduran diri/pemberitahuan secara
tertulis tersebut.,

Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jan@Q

waktu tersebut, maka dengan lampaunya kurun waktu terseb
pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan m sah
dan anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dark jaba ya
tanpa memerlukan persetujuan RUPS dengan k apabila
pengunduran diri tersebut mengakibatkan jum ggota) Direksi
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pen diri tersebut
sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS angkat anggota
Direksi yang baru sehingga mementiti persyaratan minimal jumlah
anggota Direksi.

Terhadap anggota Direksi y
dapat dimintakan perta ‘
el

sejak pengangkatan yang
dirinya sebagal an ’

undurkan diri tersebut tetap
nya sebagai anggota Direksi

&
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3. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah

suatu keputusan pengadilan; atau
b. tidak lagi memenuhi persyaratan p @
eputusan RUPS; atau

yang berlaku; atau
entuan ayat 11 angka 1; atau

perundang-undangan

. meninggal dunia; atau ¢
. diberhentikan berdasa
. mengundurkan ~
masa fabatan ¢

i
er’hin

' iwa melakukan keterbukaan informasi kepada

masyarakat-da
hari ke :
& %s ya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana

keud dalam ayat 11 angka 2; dan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11

PR > T o M

13. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara wakiu
oleh Dewan Komisaris apabila mereka bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi
Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang
mendesak bagi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

a. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara
anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara pengambilan
keputusan Rapat Dewan Komisaris;

b. Pembgrhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan
tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi;

c. Pgmberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 huruf b
d!sampaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut;

d. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf a, Dewan
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Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau
menguatkan keputusan-keputusan pemberhentian sementara
tersebut.

. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf d harus
diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

f. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat 13 huruf e atau RUPS tidak dapat mengambil
keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat 13 huruf a menjadi batal,

g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 13 huruf d anggota
Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

h. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat 13 ini tidak berwenang:

i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan

ii, mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan.
i. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 13
huruf h berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara ole
Dewan Komisaris sampai dengan:
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membata
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pad at N
huruf d; atau

b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada avat 13
huruf e. (\
14. Perseroan wajib melakukan keterbu nformasi kepada
masyarakat dan menyampaikan kepada genai

a. keputusan pemberhentian sementaca;

b. hasil penyelenggaraan RUPS se o%‘ na dimaksud dalam ayat 13
huruf d atau informasi men !nya pemberhentian sementara
oleh Dewan Komisari g Jterselenggaranya RUPS sampai
dengan lampaunya aktu sebagaimana dimaksud dalam

ayat 13 huruf g&

42

PERSEROAN TERBATAS 23734
o3&
paling lambat 2 (dua) hari kerja setela % a peristiwa
tersebut,
Tugas, tanggun dan
wewena

. . Q.
1. Direksi bertugas v\ dan bertanggung jawab atas

5
alan
pengurusan Perseroan epentingan Perseroan sesuai maksud
alid)

dan tujuan Persefban Yangditetapkan dalam Anggaran Dasar.
alankan Tugas dan tanggung jawab atas pengurusan

sehagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh
gung jawab, dan kehati-hatian.

4, Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat
membentuk komite. -

5.‘ Da!cjtm hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat
4, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap
akhir tahun buku.

6.1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan
atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya,

2, Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 angka 1
apabila dapat membuktikan
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. tgelah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung
jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun
tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan
kerugian; dan
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d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau; X

kerugian terseput, b. menjadikan jaminan utang kekayaan P&gersar

7. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana yang merupakan lebih dari 50% (lima\p n)jumlah kekayaan
dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, 4 dan ayat 5 Pasal ini sesuai dengan bersih Perseroan dalam 1 (satu) , baik dalam 1 (satu)
kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan transaksi atau lebih, baik yang atu sama lain maupun tidak
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 5. Direksi wajib memintacpersetijilan RUPS sebagaimana dimaksud

8. 1. Direksi berhak dan berwenang mewakili Perseroan di dalam dalam Pasal 11 Anggaran ar ini dan sesual dengan peraturan
dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, perundang-undangan di( bid Pasar Modal untuk mengajukan
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, kepailitan Perseroan “ 9]

serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak N
termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); AR ‘
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan b '«&;\: Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang
lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai kegiatan ethentura

\) n dengan kepentingan Perseroan,
usaha berbeda dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana Dajam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat

)

i d%" ak berwenang mewakili Perseroan apabila:

*’»@a»i pengadilan antara Perseroan dengan anggota
bersangkutan; dan

tercantum dalam Pasal 3 Maksud dan Tujuan; gka 6, yang berhak mewakili Perseroan adalah :
c. menjual atau melepaskan hak atas barang tak bergerak milik a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan
Perseroan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam @ dengan Perseroan; o _

Pasa'l 1.1 di gta§; _ g& b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai
d. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan untuk jumlah yang ii benturan kepentingan dengan Perseroan:

tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 di ata c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota

harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. Direksi atau Dewan Komisari . i
saris mempun
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa trans %@g dengan Perseroan, puryal benturan kepentingan
memuat benturan kepentingan ekonomis pribadi angg Dicel(si, 9. p .
S ) . Pembagian tugas dan wenwenang setiap anggota Direksi
bewan Kom;sar;s at:"“” pemegang saham, den'gan keper nomis ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS tidak menegt?d kan, make
Perseroan, Direksi memerlukan persetujua imana pkan, maxa

tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan

dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar i ‘ * sai dengan keputusan Direksi

peraturan perundang-undangan di bigang

3. 2 (dua) orang anggota Direksi secara\Bersama-sama berhak Rapat Direksi
dan berwenang bertindak untuk dan ma Direksi serta mewakili Pasal 14
Perseroan. ' :
4, Direksi wajib memi RUPS sebagaimana dimaksud 1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling
% ni dan sesual dengan peraturan kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Penyelenggaraan Rapat
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. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
. atas permintaan tertulis dari seorang atau iebih anggota Dewan
Komisaris; atau
. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham
yang bersama sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat
dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi,

3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

4, Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dan ayat 2 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan
Perseroan,

5. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan
Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar ini.

6. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat
atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota

Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari g&
sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungka
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.

7.1. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dim ud

dalam ayat 1 dan 2 di atas untuk tahun berikutnya ¢
berakhirnya tahun buku.
ug) pada

2. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaima
ayat 7 angka 1, bahan rapat disampaikan k
fambat 5 (lima) hari sebelum rapat disele

3. Dalam hal terdapat rapat yang leng rakan di luar jadwal
yang telah disusun sebagaimana d' sud pada ayat 7 angka 1,
A€

maka bahan rapat disampaikan ada neserta rapat paling lambat
sebelum rapat diselenggarakan.

8. Pemanggilan Rap%éﬁ@ itu harus mencantumkan hari,
tanggal, jam, tempa rapat tersebut dalam ayat 5 di atas.

rta paling
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N,
9. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudut%%ﬁmoan atau
Nl

tempat kegiatan usaha Perserpan.
Apabila semua anggota Direksi hadj

akili, pemanggilan
“Hapat Direksi dapat
gambil keputusan vang
sah dan mengikat, P e

10, Rapat Direksi dipimgin <

Utama tidak dapat hadir a halangan yang tidak perlu dibuktikan

kepada pihak kgtiga, raak t Direksi dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi yan@ digilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
11, Seorang @nygotd Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi

9ot
hanya oleh @}

‘% Direksilainnya berdasarkan surat kuasa.

12, Ke Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah

Uty kal,
@a! keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

idak)tersapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak,
. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua

%Rapat Direksi vang akan menentukan.
@ 14.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan -

1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
m'engenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat
Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;

. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan, "

‘ 15.1. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas wajib
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota
Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

‘ 2. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas wajib
dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris,
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3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksgt&
pada ayat 15 angka 1 dan angka 2 di atas, yang bersangkutan'wajnb
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
- dilekatkan pada risalah rapat.

4, Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 15 angka 1
dan angka 2 wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggotg
Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
dengan menandatangani persetujuan tersebut;

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Direksi.

Dewan Komisaris
Pasal 15

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota E&
Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut: @
b. Seorang Wakil Komisaris Utama dan/atau seorang Kcmiﬁs

lebih, termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya dis

dengan persyaratan dalam peraturan perundang-@ yang

satu dan lain dengan memperhatikan perat g berlaku di
bidang Pasar Modal. o

2. Anggota Dewan Komisaris dian%;l RUPS, untuk jangka
mereka, sampai dengan penutugan \'} yang kelima setelah tanggal
pengangkatan mereka da ‘ bidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikannya seywag u dengan memperhatikan ketentuan
peraturan perunda n yang berlaku,

a. Seorang Komisaris Utama,
i
herlaku;
waktu 5 (lima) tahun terhitung sej @ | RUPS yang mengangkat
RU
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o 2
=.= rsyaratan
k lam Pasal 12

% i\ﬂnb
a[ols !iewan Komisaris.

3. 1. Ketentuan mengenai persyaratan dan pen
untuk menjadi anggota Direksi sebagaimanand
ayat 7 di atas mutatis mutandis berlaku bagi

dimaksud pada ayat 1,
ratan sebagai berikut:

arjs atau mempunyai wewenang dan
canakan, memimpin, mengendalikan,
erseroan tersebut dalam waktu
6 {enam) bulan$kera ecuall untuk pengangkatan kembali
sehagal Komisar ependen Perseroan pada periode berikutnya;

. tidak m@mp% am baik fangsung maupun tidak langsung

tanggung jawab untuk e
atau mengawasi kegj

pada~Pe
tida vai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota
< @) misaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama
erpan tersebut; dan
idak Ynempunyal hubungan usaha, baik langsung maupun tidak
angsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 angka 1 dan
angka 2 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat,
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan
penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.
6. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa
jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mutatis
mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
7.1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai
a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan
Publik fain; dan

b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau

Perusahaan Publik lain.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan
sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling
banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
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3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota
komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan
publik, dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggola
Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

- 4. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana
dimaksud pada ayat 6 angka 3 hanya dapat dilakukan sepanjang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan fainnya.

5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan jainnya
yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda
dengan ketentuan dalam Peraturan 0JK, berlaku ketentuan yang
mengatur lebih ketat.

8.1. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua)
periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya
sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap
independen kepada RUPS.

7. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana
dimaksud pada ayat 7 angka 1 wajib diungkapkan dalam laporan
tahunan.

3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit,
Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat

9. Usulan pengangkatan, permberhentian, dan/atau penggaptian
anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam
isa

ayat 10 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan
10. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggo aksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 11da tatis

mutandis berlaku bagi anggota Dewan Kondisari
11. Jabatan anggota Dewan Komisafis be alam hal:

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di b %eng mpuan berdasarkan
suatu keputusan pengadilan; ata

b. mengundurkan diri sesu@| ru t 8; atau

¢. tidak lagi memenuhi persyaratal seraturan perundang-undangan;

atau @&
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kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan
Komite Audit berikutnya.

PERSEROAN TERBATAS 23734

d. meninggal dunia; atau ° @
e, diberhentikan karena keputusan RUPS; @

f. masa jabatannya berakhir.

Tugas, tanggungj v\% d'an
wewenang Dewa saris

Pasal
1. Dewan‘ Komisaris melakukan Pengawasan dan
i;)artaﬁggung jawab atadpen an terhadap kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan mumnya, batk mengenal Perseroan maupun

usaha Perseroan beri nasihat kepada Direksi.

antu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan
dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya

. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan
‘car.\ggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad
aik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

4, Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan
Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk
komite lainnya,

5,. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja
komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku,

6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
Persem_an berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain
yang d!pergmakaﬁ atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, catatan, surat dan dokumen serta
alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas

dan lain lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan
a
telah dijalankan oleh Direksi. ? yang

7.. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris,
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8. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota
Direksi dengan menyehutkan alasannya.

9, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu,

10. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus
Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk
sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota
Direksi, berdasarkan kewewenangan sebagaimana ditetapkan dalam
Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. Dalam hal demikian, Dewan
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada
seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan
Komisaris.

11. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Dewan
Komisaris,

Rapat Dewan Komisaris
Pasal 17

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1&
a

dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas seluruh anggor
Dewan Komisaris,

4. Kehadiran anggota Dewan Komsaris dala
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diurRgk
tahunan Perseroan, O

Rapat Direksi sebagaimana dimaksu

mutandis berlaku bagi rapat
6. Panggilan Rapat Dew 9

Utama, @
Q> =

O
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7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disamp%% da setiap
N :

anggota Dewan Komisaris secara langsun engan surat
tercatat dengan mendapat tanda teri paling lambat
5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Dew misaris diadakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal ' nggal Rapat Dewan
Komisaris,

8. Pemanggilan Rapat
hari, tanggal, jam, tempa

Komisaris itu harus mencantumkan
cara rapat.

adakan di tempat kedudukan Perseroan

”aha Perseroan.,
2 (4}

Apabila 5em ggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili,

J" dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
\J dapat diadakan dimanapun juga dan berhak
@ Keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam
aris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak

<§ ] perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris

akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris vang
dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

11. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat
Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris
lainnya berdasarkan surat kuasa,

12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan

rmusyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak,

13. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju seimbang, maka
Ketua Rapat Dewan Komisaris yang menentukan.

14.a. Setiap anggota Dewan Komisaris vang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan surat
kuasa.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara
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mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat
Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak

. dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

15, Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah Rapat Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 15 mutatis mutandis
berlaku bagi rapat Dewan Komisaris,

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenal
usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Dewan Komisaris.

Pasal 18

Rencana kerja, tahun buku dan g&
laporan tahunan @

Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebeluiy talwn) buku
dimulal. (@'
2. Rencana kerja sebagaimana dimaks ayat 1 harus

disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hﬁﬁb m dimulainya tahun

buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan ber' anggal 1 (satu) Januari
sampai dengan tanggal 31 {ig @ u) Desember. Pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Dese ap

tahun, buku Perseroan harus

ditutup.

@

R. _S Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi sebagai
@ dividen atau lainnya menurut cara penggunaannya vang ditentukan
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<&
4. Direksi menyusun laporan tahunan 5esuai @ketentuan
Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peratuypl perundang-
undangan di bidang Pasar Modal sert \(@ »
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para \bemeyang saham terhitung
sejak tanggal pemanggilan RUP -

5. Pers‘eroan \{vqjib mengumu neraca dan Laporan laba rugi
dalam paling sedikit 1 (sa rat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasio awnedia pengumuman lainnya dengan

setelan taﬁggai%}? kKeuangan tahunan,
Pe 6 laba dan pembagian dividen
n

Pasal 19

bersih Per‘serqan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
aca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh

oleh RUPS tersebut,

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS.

3. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada pihak
atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari
RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu
dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan yang
berlaku di Bursa Efek di Indonesia;

Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua
pemegang saham;

Pgmberitahuan mengenai dividen diumumkan paling sedikit dalam
media pengumuman dengan memperhatikan ketentuan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.

4, Dfari laba sebelum dikurangi pajak penghasilan dapat diberikan
sebagai bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
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vang besarnya akan ditentukan oleh RUPS dengan memperhatikan
rekomendasi Dewan Komisaris atau Komite Nominasi dan Remunerasi
(jika ada), dengan ketentuan bahwa besarnya bonus tersebut tidak
bileh melebihi 5% (lima persen).
- 5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan
kerugian vyang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan
laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan
dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya.

6, Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan
Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interirn sebelum
akhir tahun buku Perseroan apabila keadaan keuangan Perseroan
mermungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut
akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan
keputusan RUPS tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 72 UUPT dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal.

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk
cadangan, sampal cadangan mencapai jumlah paling sedikjt(20%
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan d i
Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh dig ntuk
menutup kerugian yang tidak dapat ditutup denga@@a fain.

Penggunaan cadangan
Pasal 20

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebi 20% (dua
puluh persen) dari jumlah modal ditempatka or Perseroan,
RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebih
keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dipmaks
digunakan untuk menutup kerugia

ayat 2 yang penggunaannya
elola dengan cara yang tepat
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&
menurut pertimbangan Direksi, setelah mem;%% ersetujuan

Dewan Komisaris serta dengan memperhatiRameratirsn perundang-

undangan yang berlaku, @
d asar
1
&

p
Dengan memperhatikanke %an alam Pasal 21 UUPT, pengubahan
Anggaran Dasar ditetap % h RUPS sesuai dengan peraturan
perundang»undang dibidanly Pasar Modal,

%buﬁgaﬁ, peleburan,
gambilalihan, pemisahan

o
Pasal 22

Xﬁgan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan
oleh RUPS sesuai dengan perundang-undangan di bidang

. odal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar
inf"dan peraturan perundang-undangan lainnya,

Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya
status badan hukum

Pasal 23

Perubahan an

dip
say M

Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya status badan hukum Perseroan

diputuskan oleh RUPS sesuai dengan perundang-undangan dibidang
Pgsar Modal dengan memperhatikan ketentuan UUPT, Anggaran Dasar
ini dan peraturan perundang-undangan lainnya,

Tempat tinggal
Pasal 24

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham

dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat
dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta

peraturan Bursa Efek Indonesia di mana saham-saham Perseroan
dicatatkan.
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Peraturan penutup
Pasal 25

1, Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini
berlaku UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS,

Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas
menerangkan bahwa modal ditempatkan sehagaimana dimaksud dalam
pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian oleh para pemegang saham, yakni:
a. perseroan terbatas PT PURINUSA

EKAPERSADA, sejumiah 1.857.744.987 (satu

miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta

tujuh ratus empat puluh empat ribu sembilan

ratus delapan puluh tujuh) saham dengan

nilai nominal seluruhnya sebesar .......... Rp1.857.744.987.000,00

(satu triliun delapan ratus lima putuh tujuh

miliar tujuh ratus empat puluh empat juta

sembilan ratus delapan puluh tujuh vibu

Rupiah);

b. Masyarakat, sejumlah 1.255.478.583 (satu @
miliar dua ratus lima puluh lima juta empat

ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus

delapan puluh tiga) saham dengan nilai ‘ % i
nominal seluruhnya sebesar..........oeoieen Rp1.255.478§§§>§) :

ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah)g

Sehingga seluruhnya berjumlah
3.113.223.570 (tiga miliar seratus tiga b@%%s
juta dua ratus dua puluh tiga ribu lige

tujuh puluh) saham dengan nj *‘

seluruhnya sebesar ... e @ ....... Rp3.113.223.570.000,00

(tiga triliun seratus tiga bel ratus dua
puluh tiga juta lima ratu fivh ribu Rupiah).

¢

(satu triliun dua ratus lima puluh lima miliar S>
empat ratus tujuh puluh delapan juta lima @
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menerangkan dengan ini memberi kuasa kepad aris dengan
hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepad in dikuasakan

<>§ &
Akhirnya, para penghadap bertindak sebagaimane di atas

untuk memperoleh persety ahl
menandatangani semua onan dan dokumen lainnya, untuk
: untuk melaksanakan tindakan lain

Para p@ﬂgha Notaris, kenal.
emikianlah akta ini
agal minuta dan dilangsungkan di Jakarta Pusat, pada

di
ha @anggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri
leh

onya Prawitasari, Sarjana Hukum, lahir di Bogor, pada tanggal

Tengah Nomor 45, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan
Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3175044808960001,

2. Nona Nadine Prasnya Paramitha, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 9 (sembilan) Juli 1998 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Mesjid 1I Nomor 23, Rukun Tetangga 008/Rukun
Warga 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 3174014907981006;

keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap
dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-
saksi dan sava, Notaris.

% 8 (delapan) Agustus 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh
g@ enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Kelurahan .
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X,
Dilangsungkan dengan tiga perubahan, yaitu karen%&%ﬁanﬁan,
%@puma.
sama bunyinya.

tanpa tambahan, tanpa coretan.
Notaris Jakarta Selatan,

Minuta akta ini telah ditandatangani
ta
@E%LIA TAUFANI, S.H.)

Diberikan untuk

o Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

@QX | PERUM PERCETAKAN NEGARA RL.
N R R
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